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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 2014 

TENTANG 
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor: 
149/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan 
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya 
masih terdapat kekurangan dan belum dapat 
memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu 
diganti;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pranata 
Nuklir dan Angka Kreditnya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3676);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5121); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4332); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4192); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
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2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4019); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 164); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5258);  

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 125); 

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 126);  
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13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 235); 

14. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL 
PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah jabatan yang mempunyai 
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk 
melaksanakan kegiatan kepranatanukliran.  

2. Pranata Nuklir adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk 
melaksanakan kegiatan kepranatanukliran. 

3. Kepranatanukliran adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang 
berkaitan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi 
(iptek) nuklir dan pengelolaan perangkat nuklir.  

4. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir 
yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, 
produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, 
penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

5. Pengelolaan Perangkat Nuklir adalah kegiatan yang meliputi 
pengoperasian, desain, inovasi dan renovasi perangkat nuklir dan 
penyelenggaraan keselamatan nuklir serta audit. 

6. Perangkat Nuklir adalah peralatan nuklir, komponen instalasi nuklir, 
instalasi radiasi pengion, sistem bantu instalasi nuklir dan/atau 
sarana Pemanfaatan iptek nuklir. 

7. Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan 
dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari 
sumber radiasi pengion.  
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8. Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan Pemanfaatan, 
pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan Tenaga 
Nuklir. 

9. Radiasi Pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel 
bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi 
media yang dilaluinya. 

10. Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi 
pembelahan inti berantai atau bahan yang diubah menjadi bahan 
yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan inti berantai. 

11. Instalasi Nuklir adalah:  
a. reaktor nuklir; 

b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan 
Bahan Nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan 
ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau 

c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir 
dan bahan bakar nuklir bekas. 

12. Reaktor Nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan 
bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang 
terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian, 
dan/atau produksi radioisotop.  

13. Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan 
beroperasinya Instalasi Nuklir secara tetap, antara lain dilakukan 
pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran 
komponen reaktor, pembongkaran fasilitas hot cell, dekontaminasi dan 
pengamanan akhir. 

14. Keselamatan Nuklir adalah pencapaian kondisi operasi yang 
ditetapkan, pencegahan kecelakaan atau pembatasan konsekuensi 
kecelakaan sehingga memberikan perlindungan kepada pekerja, 
masyarakat dan lingkungan dari bahaya radiasi. 

15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau 
akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Nuklir 
dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. 

16. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang 
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi 
kerja Pranata Nuklir. 

17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, 
pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pranata 
Nuklir baik perorangan atau kelompok di bidang Kepranatanukliran. 
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